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PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
atas perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Murung Pundak, 04 Maret 1977, agama
Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Taruna Praja-l1 No.9
RT.042 RW.009, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Binuang, 28 November 1977, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bupati Hj.Said Alwi,
No.55 RT.3 RW.2, Desa Perintis Raya, Kecamatan Tapin
Utara, Kabupaten Tapin, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2
Januari 2020 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor
21/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 3 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di
Binuang pada tanggal 20 April 1997, yang tercatat pada Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dengan Duplikat Kutipan Akta

Nikah Nomor : tertanggal 10 Januari 2020;

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus
jejaka dan Termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara Pemohon
dengan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di rumah kediaman bersama di Banjarbaru dan terakhir kumpul di

alamat tersebut;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah
dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yaitu :

a. Anak Pertama lahir di Binuang pada tanggal 05 Oktober 1997,

b. Anak Kedua lahir di Binuang pada tanggal 17 April 2002,

c. Anak Ketiga lahir di Banjarbaru pada tanggal 21 September 2007;
Saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 19 tahun akan tetapi sejak
akhir tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut,

saling diam dan acubh;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
tersebut disebabkan:

a. Termohon keras kepala, seperti Termohon sering memaksakan kehendak

kepada Pemohon tanpa memperdulikan keadaan ekonomi Pemohon;

b. Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah
tangga, seperti tidak mau melayani hubungan badan dan memasak
untuk Pemohon;

c. Termohon memaksa untk segera berpisah.
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7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi
pada Desember 2016 , yang mengakibatkan Termohon memaksa untuk
pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah daerah

Banjarbaru dan Rantau.

Semenjak kejadian tersebut Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu
kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih
2,5 tahun

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah
tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat
keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada
kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk
menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun
dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan
kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai

dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang
demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah
warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi

untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan — alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa,

mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
PRIMAIR:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (Termohon) di depan siding Pengadilan Agama Banjarbaru;
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3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;
SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada waktu sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang
sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang
menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan
dari Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Bjb yang
dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan
yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati
Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada
dalil-dalil permohonannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat alat bukti berupa:

A.Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas

nama Pemohon, tertanggal 04 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-
002/Kua.17.04.04/PW.00/1/2020, tertanggal 10 Januari 2020, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang
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Kabupaten Tapin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
B.
Saksi:
Saksi 1, Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Nilam 1l No.41 RT.021
RW.009, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota
Banjarbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

teman Pemohon;

. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang
telah menikah tahun 1997;
. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat

tinggal terakhir di Banjarbaru sampai pisah;

. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah
berhubungan suami istri dan dikaruniai 3 anak dan sekarang diasuh
Pemohon;

. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan
Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

. Bahwa penyebab terjadinya Pemohon dan Termohon bertengkar
adalah karena Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai
seorang istri. Ketika saksi berkunjung kerumah Pemohon, yang saksi
lihat hanya Pemohon yang mengasuh ketiga anaknya, sedangkan
Termohon tidak ada dirumah tersebut;

. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah
kurang lebih sejak Desember 2016 sampai sekarang;

- Bahwa sejak pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

saling mengunjungi lagi;
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. Bahwa, Saksi sudah menasehati Pemohon akan tetapi tidak
berhasil;
. Bahwa, saksi tidak tahu apakah Keluarga sudah mendamaikan

Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, Saksi Il, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebun Karet, Kelurahan Loktabat
Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di bawah
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
sebagai kakak ipar Pemohon;

. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang
telah menikah tahun 1997;

. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat
tinggal terakhir di Banjarbaru sampai pisah;

. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah
berhubungan suami istri dan dikaruniai 3 anak dan sekarang diasuh
Pemohon;

. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan
Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

. Bahwa penyebab terjadinya Pemohon dan Termohon bertengkar
adalah karena masalah ekonomi. Termohon juga tidak mau
melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah
kurang lebih sejak Desember 2016 sampai sekarang;

. Bahwa sejak pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

saling mengunjungi lagi;

. Bahwa, Saksi sudah menasehati Pemohon akan tetapi tidak
berhasil;
- Bahwa, Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon

akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu
apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap
ingin bercerai dari Termohon serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon
kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar
talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan masalah
ekonomi. Termohon juga tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai
seorang istri, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan
dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah
memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga
perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan
Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana
bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini
menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai
dengan Termohon dan rukun kembali demi menjaga keutuhan

rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke
Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui
bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil
untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya
sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya,
meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
ketidakhadiran Termohon tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus
dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir dan sebagaimana Pasal 149 R.Bg
perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fighiyyah yang
tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim:

d o>
Artinya :"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap

persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu,

maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;,”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebankan kepada Pemohon untuk  membuktikan dalil-dalil
permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya Pemohon memohon
agar dirinya diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka harus
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dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan
perceraian yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2
adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak
dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna
dan mengikat;

Menimbang, bahwa  berdasarkan permohonan Pemohon yang
menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana bukti P.1 maka
berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara
Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat
bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara
Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam
perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan
mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap
Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Cerai Talak
dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
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harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu
mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak
keluarga atau orang dekat Pemohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-
sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di
muka persidangan dari orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh
Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh
karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah sudah dewasa
dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang
menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan
harmonis tetapi sejak Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah
ekonomi. Termohon juga tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai
seorang istri, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal
sejak Desember 2016, sejak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
saling mengunjungi lagi meskipun keluarga pernah menasihati Pemohon
supaya rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut
adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung
saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon
tentang telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon dan sekarang telah pisah, oleh karena itu keterangan saksi-saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308
R.Bg. dan keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut

dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga
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keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, alat bukti
surat-surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di
muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu
sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah
tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan
sebagai berikut:

. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami

isteri yang menikah pada tanggal 20 April 1997 dan dikaruniai 3 anak,

yang sekarang diasuh Pemohon;

. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan

harmonis tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering

bertengkar;

. Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon dan Termohon

adalah karena masalah ekonomi. Termohon juga tidak mau

melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat

tinggal sejak Desember 2016;

. Bahwa sejak pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah
(broken marriage) karena sering bertengkar dan pisahnya Pemohon dan
Termohon sejak Desember 2016, tidak pernah kumpul lagi dan tidak saling
melaksanakan hak dan kewajibannya masing masing;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa antara
Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad untuk
memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang
baik terutama dari pihak Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga

tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga
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(onhell baar tweesspalt), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmabh tidak tercapai.

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam

Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:
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Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan
hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan
berarti menghukum salah satu suamif/isteri dengan penjara yang
berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan
keadilan”.

Menimbang Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Ta'ala
dalam surah Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya:“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang
mengandung abstraksi bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu
tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai
alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas
sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti di dalam rumah
tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
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terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan
demikian permohonan Pemohon untuk melakukan mengikrarkan talak terhadap
Termohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana
maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989,
yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara
ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan
patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.
476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis
yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh H. Muhammad
Nuruddin, Lc., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.l., M.H. dan
Hamdani, S.E.l., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh A. Rizqon Faghfirli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Siti Fatimah, S.H.l., M.H. H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.
Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.l., M.H.
Panitera Pengganti,

A. Rizqon Faghfirli, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 360.000,00
4. Biaya PNBP Rp. 20.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00
6. Meterai Rp.  6.000,00+
Rp. 476.000,00
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